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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDA ACEH
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TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENTS (SpSl BOEH HATEE MA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya
disingkat PAUD adaiah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6
(enam) tahun yang dilakukan meialui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) perlu diiakukan pendataan terhadap lzin
Pendirian dan Izin Operasional PAUD.
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a
dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Undang-Undang Darurat Nomor B Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dengan UU nomor 35 tahun 2Ol4 tentang Perubahan
Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3, tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan
Publik.

C.

Mengingat : 1.

7 . Undang-Undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah.

Tahun 2014 tentang

8. Peraturan PemerintanL RI Nomor:S tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh.

b.

2.

-.).

4.

5.

6.



v.

10.

!,I r.

12.

i3.

1A

16.

Peraturan Pemerintah Nr:rnor 73 Tahr'rn 199i' tentang

Pendidikan Luar Sekolah {PLS};
Peraturan Pernerintakr Nomar 38 Tahun LQg2' tentang

Tenaga KePendidikan;
Peratrlran Pemerintah Nornor 39 Tahun Lgg?' tentang
peran serta Masyarakat dalar:l Pendidikan Nasionai.
per"aturan Pemerintah Nomgr 38 tahun 2007 tentang
pen:bagian Urusarr Pemerin'tahan antara Pemerintah.
pemeriitahan Daerah Pr.vin*i, dan Pernerintahan Daerah

Kabupaten/Kota'
perarriran Pernerintah Nnmor 17 Tahr-ln 2*1* tentang

Pengel*laan dan Penyelenggareen Pendiclikan;
peraturan Menteri. Fendidikan Nasional Nomor 13 tahun

2007 tentang standar kepaia sekolahlrnadraoah;
Feraturan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan Nornor S4

tahun 2014 tentang Fendirian satuan Pendidikan Anak

Usia Dini {P,{UD};
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebr.lda-vaarr Nomor 137

tahun 2a\4 tentang stanrlar Nasional Pendi<likan Anak

Usia Dini (PAUD);

L7. Peratrlran Menteri Pencliriikan dan Kebuclayaan Nomor I46
tahun 2014 tentang Kurikulum Fendidikan Anak usia Dini

{PAUD);
18. Keputusan lVienteri Fendidikan Nasional Nornor:

figalLrl2004terrtangStand.arPelayananMinimaiBidang
Pendiclikan;

19. Qanun Acetr Non:ror 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara

Pentlidikan;
20. Peraturan &ubernur Aceh Non:or 8S Taltr"ln 2012 tentang

Penyeienggaraan Pendidikan Anak {"isia Dini;

2i. Qanun Kota Banda Acel'r Nomor 11 Tahun 2016 tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja tsoTK) Perangkat

Da.erah Kota Banda Aceh;
22. Peraturan Walikota Bancla Aceh No. I tahun 20lV tentang

Pendegela*ian Kewenangan Penandatanganan Ferizinan

Dan Non Periainar-r Kepada Kepaia Dinas Penanaman Modal

dan Pelayelnan Terpadu satu Fintr"l Kata Banda Aceh'

ME&TT'TUSKAN :

lUenetapkan
i{ESATU Pendirian $atuan Pendidikan

Iolarna Satuien PenCiCikan :

.Ienis FenCidikan :

Alamat
Gampong
Kecarnatan
Kota
Tanggai Pendirian
trrlomor rlkte Notaris
Tanggal Akte Notaris
Notaris
Pernilik Satuan Pendiclikan
Narr:a Pemiiik

Anak Usia Dini (PAUD) KePada :

SP$ Boeh Hatee Ma
Satuan PAUD Sejenis (StrS)

"11^ 
Rama Setia

Deah Baro
Meuraxa
Banria Aceh
23 Agr.lstus 2017
1r}LL

25 Agusius 2017
Kamal, SH, M"Kn
l,embaga PAUD Boeh Hatee Ma

Keuchik GamPong Deair Baro



KEDUA

KETIGA :

Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali,
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 84 Tahun 2014.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ifu akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
PadaTanggal 2l Aeustus 2019 M

20 Dzulhijjah 1aa0 H

A.n. WALIKOTA BANDA ACEH
KEPALA DIDTA,S PENANAMAN MODAL

NAN TERPADU SATU
BANDA 

^CEHI

MUCHLISH, SH
Pembina Utama Muda
NrP. 19630109 199310 1 001

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
3. Pertinggal.
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH
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TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDII{AN ANAK USIA DINI (PAUDI

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) BOEH HATEE MA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a.

Mengingat .l

b.

C.

bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang
berlandaskan Iman, Takwa dan Akhlak mulia;
bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan
PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan
dalam suatu keputusan;

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2Ol4
tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3, tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11
Pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Pusat dan

Tahun 2006 tentang

2OO9 tentang Pelayanan

2Ol4 tentang Pemerintah

9.

Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun t991, tentang
Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 7992, tentang
Tenaga Kependidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang
Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;



Menetapkan

KESATU

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun
2OO7 tentang Standar Kepala $Bkolah/Madrasah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
tahun 2Ol4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
tahun 2OL4 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
tahun 2Ol4 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a
lU l2OO4 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan;

19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara
Pendidikan;

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;

21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 1 Tahun 2OL6 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat
Daerah Kota Banda Aceh;

23. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 8 tahun 2OtT tentang
Pendegelasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan
Dan Non Perrzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modai
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSI(AN:

Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Nonformal kepada:

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan
Rumpun
Alamat
Gampong
Kecamatan
Kota
Pemilik
Nama Kepala

SPS Boeh Hatee Ma

Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Pendidikan
Jl. Rama Setia
Deah Baro
Meuraxa
Banda Aceh
Keuchik Gampong DeahBaro
Ike Wulandari, A. Md

Izrn Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut
berlaku terhitung mulai tanggal 2l Agustus 2Ol9 s.d
21 Agustus 2022.

KBDUA



KETIGA

KEEMPAT

Pemegan g tzin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang

dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
fungsi sosialnya terhadap rrylsyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan dan;

4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

5. Mengaktifkan Dapodik PAUD sesuai dengan aturan dan
ketentuan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

A.n. WALI

: Banda Aceh
: 21 Agustus 2019

A BANDA ACEH
S PENANAMAN MODALl<EPALA

./ oaru pn

4'V
NAN TERPADU SATU
BANDA ACEH (

Pembina Utama Muda
NrP. 19630109 799310 1 001

SALINAN - Dari Keputusan inl disampalkan kepada :
1. Walikota Banda Aceh
2. I(epala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Pertinggal.


